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ABSTRACT

            Polis is a charter of agreement written  between the insurer and the insured. This polis is the only evidence which used to prove that had been made insurance agreement. Although the polis is made to ease verification  in case of dispute. But, the insurance agreement is a consensual agreement that the agreement is considered after have formed agreement between the insured and the insurer in a cover note. with the cover issued, the mutual rights and obligations have been there, even before the policy is signed.
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ABSTRAK
Polis tersebut merupakan suatu piagam perjanjian pertanggungan tertulis antara penanggung dan tertanggung. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi perjanjian asuransi. Meskipun undang-undang mensyaratkan pembuatan polis untuk memudahkan pembuktian apabila terjadi perselisihan.  Namun, perjanjian asuransi adalah perjanjian konsensual yaitu perjanjian pertanggungan dianggap terbentuk dengan telah tercapainya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dalam bentuk cover note. Dengan diterbitkannya Cover Note tersebut, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. 

Kata kunci :  Pertanggungan, Polis, Cover Note.
PENDAHULUAN
P
erkembangan ilmu dan teknologi yang pesat berdampak positif pada pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan bidang prasarana transportasi mendorong perkembangan sarana transportasi darat, laut dan udara serta meningkatkan sarana mobilitas penumpang dari suatu daerah ke daerah bahkan negara lain. Namun demikian, ancaman bahaya lalu lintas juga makin meningkat sehingga kebutuhan perlindungan terhadap barang muatan dan jiwa penumpang makin meningkat. Risiko (kerugian) kadang-kadang tidak dapat dielakkan baik karena kelakuan manusia, bencana alam atau keadaan ekonomi. Dalam keadaan seperti itu, maka risiko atau kerugian harus ditangani dengan berbagai usaha yang dapat ditempuh, antara lain dengan memindahkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung.

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung dan tertanggung adalah keterikatan (legally bound) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing secara timbal balik. Artinya sejak terjadi kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis.

Untuk menunggu selesainya polis dibuat, maka pihak penanggung mengeluarkan cover note. Atas dasar cover note ini dibuatkan polis. Antara pembuatan nota penutupan (cover note) dan penandatangan polis terdapat jangka waktu. Makin cepat penandatangan polis, makin singkat jangka waktu tersebut, sehingga makin kecil kemungkinan keterlambatan penyerahan polis kepada tertanggung. 

Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.
 Di beberapa negara, misalnya Inggris, telah menjadi kebiasaan umum bahwa suatu persoalan yang berhubungan dengan asuransi tidak dapat diajukan ke pengadilan kalau polis asuransinya belum dikeluarkan.
 

Ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan tadi dapat dipahami apabila sejak saat terjadi penutupan asuransi sampai diserahkan polis yang sudah ditandatangani tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Namun, jika setelah terjadi penutupan asuransi belum dibuatkan polis, atau sudah dibuatkan polis tetapi belum ditandatangani, ataupun sudah ditandatangani tetapi belum diserahkan kepada tertanggung, kemudian terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung. Dalam keadaan ini sulit membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi karena pembuktiannya harus secara tertulis berupa akta yang disebut polis.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu Kapankah terjadinya kesepakatan persetujuan perjanjian asuransi pengangkutan laut dan Bagaimanakah menginterpretasikan jika dalam polis ditemui klausula yang saling bertentangan.

Pembahasan
Istilah asuransi menurut pengertian riilnya, adalah iuran bersama untuk meringankan beban individu, kalau beban tersebut menghancurkannya. Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang bisa tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.
  

Pertanggungan atau asuransi di Indonesia berasal dari Hukum Barat, khususnya Belanda. Penguasa negeri Belandalah yang memasukkan asuransi dalam bentuk hukum di Indonesia dengan menggunakan Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dengan pengumuman pada tanggal 30 April 1847 dan termuat dalam Staatsblad 1847.

Dalam Pasal 246  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) asuransi didefinisikan sebagai berikut :

“Suatu persetujuan (perjanjian) dengan mana seorang penanggung mengikat dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :Pihak tertanggung (insured), Pihak penanggung (insure), Suatu peristiwa (accident), Kepentingan (interest). Menurut Man Suparman Sastrawijaya dan Endang, definisi asuransi dalam Pasal 246 KUHD lebih menitiberatkan kepada asuransi kerugian (Schade Verzekering) yaitu golongan asuransi yang pada umumnya mempunyai objek yang bersifat materiel.
 Hal ini terbukti dari kalimat membebaskannya dari kerugian, karena kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan”. 

Robert I. Mehr dan Emerson Commack mengemukakan
:

Insurance it self may be defined as a social device for reducing risk by combining a sufficient number of exposure units to make their individual losses collectively predictable.

Asuransi itu didefenisikan sebagai sarana sosial untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian membagi kerugian secara merata oleh mereka yang tergabung.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1992, ditegaskan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau  kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Definisi asuransi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 menurut Man Suparman Sastrawijaya dan Endang menunjukkan bahwa usaha perasuransian tidak hanya mengenai asuransi kerugian saja tetapi juga asuransi jumlah (misalnya asuransi jiwa).
 

Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam Pasal 246 KUHD. Dari batasan tersebut Emmy Pangaribuan menjabarkan lebih lanjut sifat-sifat dari perjanjian asuransi
 :
1. Perjanjian asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (shcadeverzekering atau indemniteit  contract).

2. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat. 

3. Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik.

4. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu.

Tujuan perjanjian asuransi pada hakikatnya adalah untuk memberikan ganti kerugian, sebagaimana dikemukakan oleh Robert I. Mehr & Emerson Cammack, “ the purpose  of an insurance contract is to provide indemnity”.

Perjanjian asuransi tidak termasuk perjanjian yang secara khusus diatur dalam KUHPerdata, tetapi pengaturannya dalam KUHD. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 1 KUHD, ketentuan umum perjanjian dalam  KUHPerdata dapat pula berlaku bagi perjanjian asuransi. Beberapa ketentuan dalam KUHPerdata yang perlu diperhatikan yaitu secara umum tentang syarat sahnya perjanjian.

Menurut Mashudi dan Chaidir Ali, suatu perjanjian asuransi berbentuk perjanjian konsensual yaitu dianggap terbentuk  dengan telah adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak.
  Sifat konsensual perjanjian asuransi ini terdapat dalam Pasal 257 KUHD yang menentukan bahwa :

“Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani”.

Jadi, menurut Man Suparman Sastrawidjaya dan Endang ketentuan Pasal 257 KUHD  merupakan penerobosan terhadap Pasal 255 KUHD yang mensyaratkan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat dalam suatu akta yang disebut polis.

Secara umum, definisi perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  yang menentukan bahwa :

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya.”

Dalam perjanjian asuransi berlaku pula aturan tentang syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHD.
 Jadi syarat sahnya perjanjian asuransi adalah kesepakatan (consensus), kewenangan (authority), objek tertentu (fixed object), kausa yang halal (legal cause) serta syarat khusus yang terdapat dalam  Pasal 251 KUHD yaitu  pemberitahuan (notification).
Tidak terpenuhinya syarat kesepakatan dan kewenangan mengakibatkan perjanjian asuransi dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objek tertentu, dan kausa yang halal mengakibatkan perjanjian asuransi menjadi batal demi hukum. Khusus untuk syarat pemberitahuan, jika tidak diperjanjikan sebelumnya maka tidak terpenuhinya syarat ini mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum.
 Selain itu, tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Syarat pemberitahuan tidak  tergantung pada adanya itikad baik. Apabila tertanggung keliru memberitahukan atau  tanpa sengaja maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

1. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable Interest).

Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yang menentukan bahwa apabila seorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi.

Berdasarkan prinsip ini, pihak yang bermaksud mengasuransikan sesuatu harus mempunyai kepentingan dengan barang yang diasuransikan. Agar kepentingan itu dapat diasuransikan maka kepentingan harus dapat dinilai dengan uang.

   2. Prinsip Itikad Baik (Utmost Goodfaith).

Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung sangat penting, Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar, di lain pihak tertanggung percaya bahwa kalau benar terjadi peristiwa, penanggung akan membayar ganti rugi. Dasar itikad baik adalah saling percaya antara kedua belah pihak. 

   3. Prinsip Keseimbangan (Indemniteit  Principle).

Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi di sini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Keseimbangan yang demikianlah yang dinamakan prinsip keseimbangan.

Dalam KUHD tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang prinsip keseimbangan. Akan tetapi terdapat beberapa pasal yang mengandung arti dianutnya prinsip keseimbangan, antara lain Pasal 252. Dari ketentuan pasal ini, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa asuransi diancam batal apabila diadakan asuransi ke dua atas suatu kepentingan yang telah diasuransikan dengan nilai penuh, pada saat perjanjian asuransi yang kedua itu diadakan. Meskipun  demikian Pasal 252 KUHD tetap mengatur adanya pengecualian menurut undang-undang untuk diadakannya asuransi berganda. 

   4. Prinsip Subrogasi (Subrogation Principle).

Menurut  Man Suparman Sastrawidjaya dan Endang, apabila peristiwa yang tidak diharapkan, dalam perjanjian asuransi  terjadi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk memberikan ganti rugi.
 Akan tetapi dalam hal kerugian itu disebabkan oleh pihak ketiga, maka tertanggung dapat menuntut penggantian dari 2 sumber yaitu dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian dan dari pihak penanggung. Namun, penggantian kerugian dari dua sumber tersebut bertentangan dengan asas indemniteit  dan asas hukum tentang larangan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Sebaliknya jika pihak ketiga dibebaskan padahal telah menyebabkan kerugian, maka hal tersebut pun sangat tidak adil.

Dengan adanya ketentuan ini, maka secara otomatis apabila terjadi kerugian menimpa tertanggung yang disebabkan oleh pihak ke tiga, maka penanggung dapat menggantikan kedudukan tertanggung untuk melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga, inilah yang disebut subrogasi. Dalam subrogasi penanggung hanya boleh menerima recovery dari pihak ketiga setinggi-tingginya sebesar jumlah claim yang telah dibayarkan (penanggung tidak boleh memperoleh keuntungan).

Encyclopedia Internasional mendefenisikan asuransi (incurance) sebagai a social devide for the fooling of risk, jadi dengan asuransi, risiko yang dihadapi oleh individu, ditransfer dari suatu kelompok masyarakat, sehingga individu tersebut merasa aman terhadap kemungkinan timbulnya suatu risiko besar.
 

Asuransi merupakan salah satu perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam KUHPerdata juga berlaku untuk perjanjian asuransi dan oleh karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, berlaku juga syarat khusus yang diatur dalam KUHD. Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdata tersebut ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan, kewenangan berbuat, obyek tertentu, dan kausa yang halal, sedang syarat yang diatur dalam pasal 251 KUHDagang adalah kewajiban pemberitahuan.

Asuransi adalah suatu perjanjian consensuaeel, artinya ia dianggap telah terjadi manakala telah tercapai kata sepakat antara kedua pihak.
 Meskipun undang-undang mensyaratkan pembuatan pembuatan polis untuk memudahkan pembuktian apabila terjadi perselisihan.   

Perjanjian asuransi terjadi seketika telah tercapainya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani, sebagaimana ditentukan dalam pasal 257 ayat 1 KUHDagang. Relevan dengan ketentuan Marine Insurance Act 1906 pasal 21 menentukan (terjemahan bebas) sebagai berikut:

“ suatu kontrak asuransi pengangkutan laut dianggap telah disetujui, apabila pihak penanggung telah dapat menerima dan menyetujui usul penutupan yang diberikan oleh tertanggung, tidak menjadi soal apakah polis dikeluarkan pada saat itu atau tidak Untuk membuktikan bahwa usul penutupan yang diajukan oleh terrtanggung telah disetujui, biasanya dikeluarkan suatu slip atau cover note, atau suatu catatan pendahuluan mengenai kontrak, walaupun tidak diberi bermaterai.

Dengan adanya penegasan tersebut di atas, maka telah terjadi kesepakatan penutupan perjanjian asuransi dengan adanya  Cover Note tersebut, penanggung telah mulai bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian atas barang-barang yang diasuransikan walaupun polisnya belum ada. Cover note  menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban kedua belah pihak sudah mulai berlaku. Sekalipun cover note bersifat sementara tetapi berlaku sah sebagai perjanjian pertanggungan. 

Oleh karena cover note hanya bersifat sementara, maka hanya dicantumkan pokok-pokok perjanjian saja.  Mengingat cover note berlaku sah sebagai perjanjian pertanggungan, sedang isinya hanya pokok-pokok perjanjian saja, maka sangat perlu dibuatkan polis agar Penanggung dan Tertanggung dapat mengetahui dengan jelas batas-batas dari hak dan kewajiban masing-masing. 

Polis merupakan bukti tertulis perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. Dalam penutupan asuransi pengangkutan laut syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 256 dan 592 KUHDagang serta pasal 23 marine Insurance Act 1906. 

Segala keterangan-keterangan lain yang kiranya penting bagi penanggung dan tertanggung untuk ketahui serta segala syarat yang diperjanjikan antara kedua pihak Polis sebagai kontrak asuransi, maka polis haruslah memuat keterangan-keterangan lengkap mengenai pokok-pokok persetujuan yang diperlukan oleh dua pihak dalam hubungan hak dan kewajiban masing-masing. Keterangan-keterangan mengenai pokok-pokok persetujuan tersebut adalah
:

1. Ketentuan-ketentuan pokok mengenai penutupan yang susunannya secara tetap sudah tercetak dalam polis itu sendiri sejak dari permulaan.

2. Penambahan syarat-syarat penutupan dengan jalan melekatkan clausula-clausula yang juga secara standard telah ada, misalnya “Institute Cargo clause (FPA, WA, ALL Risks),” Institute Cargo Clause (A, B, C) Institute Strikes Clauses, Institute War Clauses, “Standard Indonesian Hull From,” dan sebagainya.

3. Mengisi bagian-bagian yang kosong dalam polis dengan mesin tik yang merupakan keterangan-keterangan tambahan mengenai barang yang diasuransikan maupun syarat-syarat tambahan mengenai penutupan.

4. adakalanya kalau polis sudah selesai akan tetapi ternyata dirasakan ada kurang lengkap, kemudian ditambahkan dengan tulisan tangan atau dengan Endorsement 

Sesuai dengan maksudnya sebagai kontrak, maka keseluruhan isi polis tersebut merupakan suatu kesatuan yang bulat dan tidak terpisahkan satu sama lain. Penambahan berupa penempelan clauses yang sudah standard, mengisi keterangan tambahan dengan mengetik, maupun dengan tulisan tangan, untuk melengkapi hal-hal yang kurang jelas sebelumnya. 

Dengan adanya penambahan tersebut ada kemungkinan tidak keseluruhannya sejalan, tetapi dapat bertentangan satu dengan yang lain. Jika hal seperti itu terjadi, maka cara menginterpretasikan , maka yang terkuat dan dianggap benar adalah Endorsement, kemudian tulisan tangan, kemudian yang diketik dan menyusul klausula yang ditempelkan atau distempel serta yang terakhir adalah yang tercetak dalam polis itu sendiri yaitu yang tercetak miring dan tercetak biasa.

Penutup

Penutupan perjanjian asuransi pengangkutan laut pada saat terjadinya kesepakatan antara penanggung dan tertanggung dengan dikeluarkannya cover note meskipun polis  belum dikeluarkan. Keseluruhan isi polis tersebut merupakan suatu kesatuan yang bulat dan tidak terpisahkan satu sama lain sehingga jika ada keterangan yang saling bertentangan maka dilakukan interpretasi. Untuk menghindari kesimpangsiuran  interpretasi, sebaiknya cetakan polis dan klausula tambahan dibuat secara singkat dan sistematis.
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